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ABSTRAK 
Nama  : Muh. Nur Sucipto Rahman 
Nim  : 10800113168 
Judul : Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep 
Good Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi (Studi 
Kasus Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 
Kab.Gowa) 
 
 
Pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh karena itu pemerintah harus sadar 
dan merubah wataknya untuk tidak bekerja sendiri tanpa memperhatikan 
kepentingan atau aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui alur atau proses anggaran pada Dinas pekerjaan umum Kab.Gowa, 
mengetahui konsep Good Governance dalam melakukan pengawasan realisasi 
anggaran, dan Untuk mengetahui Good Governance dalam upaya mencegah 
praktik korupsi.     
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
interpretif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer berupa 
wawancara langsung kebeberapa informan dan data sekunder berupa data yang 
diperoleh dari luar data primer. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara langsung, dokumentasi dan perekaman. Teknik 
pengolahan dan analisis data yaitu metode komparasi dengan mencari jawaban 
jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor 
penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alur dan proses anggaran pada 
Dinas PU Kabupaten Gowa Menurut bapak Rudy selaku PPK Dinas PU 
Kabupaten gowa alur/proses perencanaan anggaran itu dimulai dari melakukan 
surfei lapangan infestigasi, setelah melakukan surfei dan data yang dibutuhkan 
telah terpenuhi maka dilakukan perhitungan anggaran setelah itu masuk 
diperencanaan kegiatan anggaran DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), 
setelah DPA terbit kita beralih proses pelaksanan fisik pekerjaan, meliputi 
perencanaan, desain dan sebagainya, Konsep good governance dalam melakukan 
pengawasan realisasi anggaran pemerintah bertanggungjawab untuk 
mengoptimalisasi hubungan antara input dan output. Sebagai contoh misalnya 
dinas PU, inputnya dalam bentuk anggaran masih dapat dilihat pada kinerja-
kinerjanya. Pengendalian, difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input 
minimal untuk menghasilkan output yang diinginkan yaitu sesuai dengan 
ketentuan dan standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti 
yang diinginkan. 
Kata kunci: Pengawasa Terhadap Realisasi Anggaran 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah ekonomi berbasis pasar, di mana pemerintah memiliki 
paling banyak peran penting (Muslim dkk 2016). Pemberlakukan otonomi daerah 
berakibat pada terjadinya dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan 
serta akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih 
transparan dan akuntabel. Dinamika perkembangan tersebut ditunjukkan dengan 
adanya regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti 
Undang-Undang (UU) 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 32 dan 
33 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta beberapa Undang-undang maupun 
aturan-aturan lain yang  memang menjadi regulasi terhadap berbagai pengelolaan 
keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Keadaan tersebut mendorong 
perkembangan praktek dan teori pada bidang akuntansi sektor publik menjadi 
begitu pesat. 
Pengelolaan keuangan dalam pembangunan baik di tingkat pusat ataupun 
tingkat daerah merupakan kunci penting dalam menunjang pelaksanaan 
pembangunan (Verasvera 2016). Namun dalam hal ini sering terdapat masalah 
yang dapat menghambat lajunya pembangunan, tetapi seperti yang kita ketahui 
hambatan justru sering dialami oleh daerah, apalagi daerah-daerah yang kurang 
potensial, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Hasil 
dari tata kelola keuangan kurang baik, tingkat partisipasi kerja timbal dikurangi, 
pelaksanaan peraturan kerja sering diabaikan, tidak transparansi dalam 
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pengelolaan anggaran, kurangnya respon dalam meningkatkan lapangan kerja, 
diskriminasi di antara pembagian tugas, hasil kerja yang tertunda, tidak efisien, 
serta rendahnya tingkat tanggung jawab dalam memperbaiki diri (Simon yulius 
dkk 2016). 
Menurut Mashal (2011), hambatan-hambatan dalam hal keuangan mulai 
sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan negara akibat krisis ekonomi 
yang berkepanjangan yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi 
dan pembiayaan proyek-proyek pemerintah di daerah oleh pemerintah pusat. Oleh 
karena itu, suatu daerah harus mampu menggali sumber-sumber potensi 
daerahnya untuk dapat membiayai anggaran belanja daerah yang nyata, dinamis 
dan bertanggung jawab merupakan konsekuensi dari tugas pokok pemerintah, 
pelaksanaan administrasi keuangan daerah merupakan salah satu unsur yang 
sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintah mengingat perkembangan 
volume kegiatan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian 
pemerintah daerah diharapkan lebih memahami dan memenuhi aspirasi 
masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan 
yang merupakan prasyarat keberhasilan pemerintah. Pemberlakuan Undang-
Undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang no. 33 
tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, membawa perubahan 
fundamental dalam hubungan Tata Pemerintah dan Hubungan Keuangan, 
sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan Anggaran Daerah.  
Menurut Hanson (1966), (dalam Tapatveto 2013), mendefinisikan 
anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang 
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rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu 
periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan selama periode tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran 
yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau ouput dari perencanaan 
alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP no. 58 tahun 2005).  
Menurut Adiwirya (2015) Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran 
yang memperhatikan prioritas program dan kegiatan. Pada pelaksanaannya, 
dibutuhkan aspek akuntabilitas dan transparansi agar kualitas anggaran sesuai 
dengan tujuan dan sasaran. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun 
berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun 
anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, 
Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang 
memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai 
pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada 
dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang 
penyusunannya berpedoman kepada RPJPD. Audit internal berkontribusi terhadap 
pengendalian, penilaian risiko, kinerja, program kualitas dan keseluruhan proses 
pemerintahan (D’silva 2007). 
Indonesia terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik 
pembangunan yang berupa fisik maupun mental (Oruw 2015), fenomena 
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pembangunan yang berkembang saat ini adalah terjadinya krisis di segala bidang 
dan adanya tuntutan ekonomi daerah serta korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepala 
Kejaksaan Negeri Gowa Susanto mengatakan telah menahan dua tersangka kasus 
dugaan penyalahgunaan dana Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDP) yang 
bersumber dari Kementerian Koperasi tahun 2013-2014. Mereka ialah RPR yang 
merugikan negara sebesar Rp 7 miliar dan HR sebanyak Rp 700 juta, ada tiga 
orang yang kasusnya ditingkatkan ke penyidikan, dua diantaranya ditahan sejak 
kemarin (Selasa 20 Juni)," kata Susanto, Selasa malam, 20 Juni 2017. 
 GOWA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, 
Zulkarnaen, tersangka kasus korupsi penyalahgunaan bantuan paket sarana 
produksi kedelai sebesar Rp 3,5 miliar akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Gowa, Kamis (6/7/2017), Zulkarnaen ditangkap dan dibawa ke Lapas 
Klas 1A Makassar oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Gowa. Penahanan dilakukan 
berdasarkan Surat Perintah Kajari Gowa no. Print - 01/R.4.14/RT.2/Ft.1/07/2017 
tanggal 6 Juli 2017 untuk selama 20 hari di Rutan/Lapas Klas 1A Makassar. 
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin mengatakan, 
Zulkarnaen ditahan karena sudah didakwa kasus penyalahgunaan bantuan paket 
sarana produksi kedelai melalui Bantuan Sosial dengan Program/kegiatan PAT-
PIP APBN-P TA 2015 di Kabupaten Gowa. "Dalam perkara tersebut, terdakwa 
Zulkarnaen dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga 
melakukan tindakan yang tidak sesuai juknis, juklak, dan Pedum kegiatan," 
tegasnya. 
5 
 
 
 
Salahuddin menjelaskan, terdakwa Zulkarnaen menyetujui inisiatif 
tersangka Muh Said selaku tim teknis untuk menyalurkan Saprodi (sarana 
produksi) kepada kelompok tani sebelum dana cair. Terdakwa juga 
memerintahkan para Kepala Cabang Dinas Pertanian untuk melakukan 
pemotongan dana kelompok tani setelah dana bantuan cair. Dana tersebut 
kemudian dikumpulkan pada tersangka Hj Besse Bolong. "Setelah dana 
terkumpul, sebagian digunakan untuk keperluan lain atas perintah terdakwa. Atas 
perbuatan terdakwa dan tersangka lainnya, negara dirugikan sebesar Rp 3,5 
miliar," terangnya. 
Terselenggaranya suatu pemerintah daerah yang baik sebagai upaya 
mewujudkan good governance yang ditandai adanya tiga pilar utama, yaitu: 
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, untuk itu maka perlu adanya penerapan 
dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil 
guna. 
Penelitian yang dilakukan Sri Indah (2005) dan Sinuraya (2009) 
menemukan adanya pengaruh positif antara partisipasi penganggaran dengan 
kepuasan kerja berbeda dengan penelitian Brownell dalam Leach (2002) yang 
menemukan bahwa partisipasi tidak berperan mempengaruhi kepuasan kerja. 
Salah satu faktor internal yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja adalah 
penyusunan anggaran (Hikmah, 2015), agar pemerintah daerah mampu 
menciptakan kesejahteraan bagi warganya, maka otonomi diberikan hendaknya 
kondusif bagi pembangunan itu sendiri, otonomi yang berwawasan pembangunan 
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untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan adanya pemahaman keterkaitan 
otonomi tersebut dengan kebutuhan masyarakat.  
Pemahaman akan kebutuhan masyarakat tersebut akan menjadikan landasan 
berfikir bagaimana mengoperasikan otonomi tersebut sehingga betul-betul 
mencapai sasaran yaitu meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat. Kita 
dapat sedikit mengambil renungan atau pembelajaran (QS. Asy-Syuuraa : 42) 
Allah ta‟ala telah berfirman : 
 َنوُغْبَيَو َساَّنلا َنوُِملْظَي َنيِذَّلا َىلَع ُليِب َّسلا اَمَّنِإ ٌميِلَأ ٌباَذَع ُْمَهل َِكئَلُوأ ِّقَْحلا ِرْيَِغب ِضْرلأا ِيف  
“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia 
dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat „adzab yang 
pedih” [QS. Asy-Syuuraa : 42]. 
 
Dalam riwayat lain, Rasulullah shallahu „alaihi wasallam bersabda: 
: ظفل يفً .ويلع قفته .َةَّنَجلا ِوْيَلَع ُالله َم َّرَح َّلَِّإ ٍحْصُنِب اَْيطُِحي َْنل َُّنث ًةَّيِعَر ُالله ُهاَعْرَتْسا ِنَه  ُتٌَُوي َنيِح ُتٌَُوي
 َم َّرَح َّلَِّإ ِوِتَّيِعَرِل ِساَغ ٌَ ُى ًَ .َةَّنَْجلا ِوْيَلَع ُالله 
“Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia 
tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga.” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 
Dalam lafadh yang lain disebutkan, ”Ialu ia mati dimana ketika matinya itu 
dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan surga baginya.” 
Tentunya masih banyak riwayat lain yang menyebutkan tentang ancaman Allah 
ta’ala terhadap para pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Bentuk ancamannya 
pun tidak ada yang ringan, hampir seluruhnya mengingatkan akan besarnya dosa 
seorang pemimpin ketika dia berbuat zalim kepada rakyatnya. Apalagi ketika ia 
rela berbohong di hadapan rakyat demi mempertahankan jabatannya. 
Perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, salah satunya melalui Dinas 
Sosial merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada di bawah Kementrian Sosial 
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dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi yang 
mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang 
Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang 
dilimpahkan kepada Gubernur. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap peningkatan kinerja 
aparatur pemerintah daerah di lingkungan Dinas Sosial yang telah menerapkan 
anggaran berbasis kinerja yang terfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu 
aktivitas.  
Sardjito dan Muthaher (2007) menemukan pengaruh yang signifikan antara 
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. 
Dalam pelaksanaan penganggaran sektor publik, masyarakat selalu menyoroti 
pengeluaran anggaran dan kinerja pemerintah. Sebab pengeluaran pemerintah 
mencerminkan kebijakan pemerintah. Mereka mempunyai harapan bahwa sudah 
sepatutunya pemerintah menunjukan kinerjanya sesuai dengan anggaran yang 
dikelola. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. 
Sehingga perencanaan dan penganggaran mempunyai peran yang sangat penting. 
Jika sistem perencanaan dan penganggaran sudah disusun secara matang, terukur, 
dan terarah maka diharapkan target kinerja dapat tercapai (Trisugiarto, 2016). 
Menurut Siregar dkk (2013) Selama ini perusahaan dianggap sebagai 
lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Jangan 
sampai anggapan masyarakat atau kepercayaan masyarakat kepada pemerindah 
jadi sangat lemah. Seseorang mengalami ketidakpastian karena merasa tidak 
memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi secara akurat, atau karena 
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merasa tidak mampu membedakan data yang relevan dan data yang tidak relevan 
(Ika, dkk 2011) oleh karena itu pemerintah harus lebih transparan kepada 
masyarakat.  
Pencapaian tujuan yang sebenarnya dari anggaran yaitu untuk kesejahteraan 
masyarakat, sehingga perlu adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
masyarakat, motivasi dan komitmen dari manajer untuk mewujudkan hal tersebut. 
Anggaran yang selama ini menjadi sebuah problematika dalam pelaksanaannya 
akan teratasi, dimana manajer dalam melaksanakan anggaran tidak akan berpikir 
tentang adanya koalisi dalam pelaksanaan anggaran serta adanya keraguan untuk 
melaksanakan anggaran tersebut.  Komitmen yang menjadi hal yang paling 
mendasar untuk mencapai tujuan anggaran, maka diharapkan manajer untuk 
memiliki hal tersebut dan tetap pada regulasi yang telah ditetapkan serta tetap 
pada tujuan yang sebenarnya yang ingin dicapai yaitu untuk kesejahteraan 
masyarakat. 
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 
“Pengawasan Terhadap Realisasi Anggaran Dengan Konsep Good 
Governance Dalam Mencegah Praktik Korupsi”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwa pada hakekatnya 
kelangsungan pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan negara yang 
ideal bertumpu pada prinsip good governance (yang dewasa ini telah menjadi pola 
dinamik penyelenggaraan negara di seantero dunia menuju kemantapan 
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demokrasi) yang selaras dengan prinsip good financial governance (Indrawati 
2012),  
Menurut isti’anah (2010), sekarang pemerintah harus sadar dan merubah 
wataknya untuk tidak bekerja sendiri tanpa memperhatikan kepentingan atau 
aspirasi masyarakat. Sedangkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi suatu 
entitas yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu entitas agar pelaksanaan 
anggaran dapat berjalan dengan baik, akan tetapi banyak permasalahan yang 
terjadi dalam pelaksanaan anggaran tersebut yang tidak sesuai dengan apa yang 
direncanakan oleh pemerintah sehingga menimbulkan banyak permasalahan 
dalam ketepatan anggaran, maka dari itu dapat ditarik sebuah rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana alur atau proses anggaran pada Dinas pekerjaan umum 
Kab.Gowa? 
2. Bagaimana konsep Good Governance dalam melakukan pengawasan 
realisasi anggaran? 
3. Bagaimana Good Governance dalam upaya mencegah praktik korupsi? 
C. Tujuan Penelitian 
Pembangunan Indonesia bergantung pada pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh karena itu pemerintah harus sadar 
dan merubah wataknya untuk tidak bekerja sendiri tanpa memperhatikan 
kepentingan atau aspirasi masyarakat. Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan 
dari penelitian ini, yaitu: 
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1. Untuk mengetahui alur atau proses anggaran pada Dinas pekerjaan umum 
Kab.Gowa 
2. Untuk mengetahui konsep Good Governance dalam melakukan pengawasan 
realisasi anggaran. 
3. Untuk mengetahui Good Governance dalam upaya mencegah praktik 
korupsi, 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Teoretis 
Penelitian ini menjelaskan legitimacy theory yang dikemukakan oleh 
Fitriyani (2012) yang menyatakan bahwa penyusunan anggaran pada 
pemerintahan harus menfokuskan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat 
serta legitimasi akan memberikan kesesuaian antara keberadaan organisasi dengan 
nilai yang ada dalam masyarakat. Tujuan yang akan dicapai biasanya ditentukan 
dalam bentuk kualitatif, misalnya menigkatkan kenyamanan dan keamanan, mutu 
pendidikan dan kesehatan. Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan 
kontak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Teori ini juga dapat 
memperkuat keabsahan grand teori, melakukan pembuktian dengan 
menyelaraskan antara substansi dan bentuk sesuai dengan teori harapan yang 
sangat berperan penting dalam pelaksanaan kinerja anggaran pemerintah daerah 
untuk melihat integritas pemerintah dalam melaksanakan kinerja anggaran. Ketika 
kinerja pemerintah sesuai dengan harapan organisasi dan masyarakat maka 
pelaksanaan anggaran yang sebenarnya akan tercapai. 
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2. Praktis  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan pemerintah dalam 
melaksanakan kinerja anggaran. Disamping itu, penelitian ini memberikan 
gambaran tentang kinerja anggaran yang sebenarnya dan peran serta pemerintah 
dalam peningkatan kinerja anggaran. Penelitian ini diharapkan pula agar 
pemerintah dalam melaksanakan kinerja anggaran memiliki komitmen untuk 
mewujudkan tujuan yang sebenarnya dari anggaran serta tidak mengutamakan 
kepentingan golongan dalam sebuah organisasi pemerintah. Penelitian ini juga 
mengharapkan pemerintah untuk menanamkan motivasi dalam dirinya dalam 
melaksanakan kinerja anggaran sehingga tidak terjadi kesenjangan anggaran dan 
informasi yang asimetri antara pemerintah dan masyarakat. 
E. Penelitian Terdahulu 
PENELITIAN 
DAN TAHUN 
JUDUL PENELITIAN  
JENIS 
PENELITIAN 
HASIL PENELITIAN 
Muhammad 
Arifin Siregar, 
S.Sos 2008 
Penerapan tata kepemerintahan 
yang baik dalam penyelenggaraan 
pengadaan barang dan jasa 
pemerintahan provinsi Bengkulu 
Kuantitatif 
Penerapan Tata 
Kepemerintahan yang baik 
dalam pelaksanaan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah 
pada Provinsi Bengkulu belum 
sepenuhnya memenuhi harapan 
Tata Kepemerintahan yang baik 
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Indrawati 2012 
Prinsip good financial governance 
dalam pengelolaan keuangan 
Negara dalam rangka mewujudkan 
clean governance 
Kualitatif 
Implementasi prinsip good 
financial governance dalam 
peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan 
pengelolaan keuangan negara 
akan mampu menciptakan clean 
governance. Sebagai 
implementasi dari asas legalitas 
dan asas kepastian hukum, 
maka pengenaan sanksi dalam 
penyimpangan pengelolaan 
keuangan negara harus 
berdasarkan pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dengan 
mengedepankan penghormatan 
terhadap hak-hak asasi manusia. 
Noverman 
duadji 2012 
Good Governance dalam 
Pemerintah Daerah 
Kuantitatif 
Dalam rangka mencapai good 
governance, guna menuju 
kinerja pemerintahan yang 
tinggi, maka 3 pilar good 
governance: akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi 
haruslah diimplementasikan 
dengan baik melalui tindakan 
nyata dalam bentuk revitalisasi, 
yaitu penginjeksian nilai-nilai 
good governance dalam 
praktek-praktek 
penyelenggaraan urusan 
(manajemen) public dengan 
landasan legal formal nyata. 
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Yulia Neta 
2012 
Model Tata Kelola Administrasi 
Pemerintahan yang Baik di Daerah 
Otonom Baru 
Kuantitatif 
Tatakelola administrasi 
pemerintahan yang baik di 
Kabupaten Pesawaran melalui 
pelayanan publik di bidang 
kependudukan dan catatan sipil 
antara lain Pelatihan tenaga 
teknis SIAK, pemutahiran data 
penduduk/data base melalui 
teknologi SIAK Off-Line, 
mengadakan pelatihan/diklat 
petugas pendaftaran penduduk 
dan diklat aparatur di bidang 
Administrasi Kependudukan 
serta penerapan pprogram e-
KTP 
 
Penelitian ini mencoba untuk mengembangkan penelitian-penelitian 
terdahulu yang dimana penelitian kali ini mencoba untuk memasukkan metode 
yang baru yang dapat menunjang atau memperkuat argument atau pendapat 
penulis, penelitian terdahulu cenderung membahas mengenai good gavernance 
yang dimana good gavernance dapat membantu untuk meningkatkan kinerja 
manajerial, yang baru dalam penelitian ini adalah di mana penulis mencoba untuk 
memasukkan metode good governance sebagai metode yang dapat mencegah 
terjadinya praktik korupsi. 
Teori legitimasi dapat melengkapi metode good gavernance agar semakin 
memperkecil peluang korupsi bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara 
untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di 
masyarakat Fitriyani (2012).  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Teori Legitimasi 
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari 
cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku 
di masyarakat Fitriyani (2012). Dalam perspektif teori legitimasi, suatu 
perusahaan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap 
bahwa hal ini yang diharapkan oleh komunitas. Teori legitimasi bergantung pada 
premis bahwa terdapat “kontak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat di 
mana perusahaan tersebut beroperasi.  
Alasan saya memilih teori ini karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa 
teori ini terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan mencari cara untuk 
menjamin operasi mereka berada dalam batas normal dan menguntungkan, dalam 
hal ini seorang pemimpin tidak menutup mata atau menyembunyikan sesuatu hal 
yang diinginkan oleh komunitas “masyarakat”.  
Kontak sosial merupakan suatu cara menjelaskan sejumlah besar harapan 
masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. 
Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontak sosial antara 
pemerintah dengan masyarakat. Kinerja pemerintah tentunya harus transparansi 
kepada seluruh lapisan masyarakat terkait dengan kinerja anggaran pemerintah. 
Pelaksanaan kinerja anggaran pemerintah daerah akan lebih efektif apabila aparat 
pemerintah memiliki motivasi yang tinggi dalam proses penyusunan anggaran, 
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yang pada akhirnya membuat aparat pemerintah Daerah dalam 
mempertanggungjawabkan anggaran akan semakin tinggi pula sebaliknya, 
semakin rendah tingkat kesesuaian anatara partisipasi penyusunan anggaran dan 
budaya oragnisasi orientasi pada pekerjaan semakin rendah kinerja pemerintah 
Tapatveto (2013). 
Pengungkapan anggaran secara transparansi dan akuntabel merupakan suatu 
usaha pemerintah untuk mengkomunikasikan aktivitas pemerintah yang telah 
dilakukan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga pemerintah 
mendapat kepercayaan dari masyarakat atas kinerja terhadap anggaran. 
Pemerintah akan menunjukkan bahwa pemerintah memperhatikan keadaan 
masyarakatnya dengan menigkatkan kenyamanan, keamanan, mutu pendidikan 
dan kesehatan. Kinerja dari pemerintah harus dipublikasikan sebagai bentuk dari 
tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya serta sebagai 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
Partisipasi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kinerja 
anggaran akan memberikan kemudahan dalam melakasanakan kinerja anggaran. 
Kinerja dari pemerintah yang menjadi tanggungjawab kepada masyarakat dengan 
memberikan penjelasan secara transparan atas apa yang dilakukan oleh 
pemerintah. Sejalan dengan penjelasan (Haryatmoko, 2011:112) yang mengatakan 
bahwa transparansi adalah mempertanggungjawabkan segala apa yang dilakukan 
oleh pemerintah dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan yang 
terbuka pada pihak luar atau organisasi dan dipublikasikan. 
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B. Akuntabilitas 
Akuntabilitas menurut Adiwirya (2015) adalah sebagai bentuk kewajiban 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
oraganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, 
melalui sebuah media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. 
Kemudian menurut Mahmudi (2010:23) adalah kewajiban agen (pemerintah) 
untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas 
dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada 
pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas publik terkandung kewajiban atau 
menfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki hak untuk 
melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia 
sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. 
Dengan kata lain dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 
menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatannya terutama di 
bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya, dalam 
hal ini akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian tindakan pada 
pencapaian tujuan. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah 
itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi 
bersangkutan. 
Adapun berbagai jenis akuntabilitas publik menurut Adiwirya (2015) yaitu 
sebagai berikut: 
1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) 
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Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability) adalah pertanggungjawaban atas 
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban 
unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah 
daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pusat kepada MPR. 
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) 
Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) adalah pertanggungjawaban 
kepada DPRD dan masyarakat luas. 
Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian 
informasi dan disclousure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada 
pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Lebih lanjut 
mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas yaitu:  
1. Adanya kekuasaan untuk mendapatakan persetujuan awal sebelum sebuah 
keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku 
birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural 
tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu 
diambil. Tipikal akuntabilitas ini secara tradisional dihubungkan dengan 
badan/lembaga pemerintah pusat (walaupan setiap departemen/lembaga 
dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing). 
2. Akuntabilitas peran, yang merujuk kepada kemampuan seorang pejabat 
untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus 
dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang 
langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkannya paradigma 
manajemen publik (new public management). Hal ini mungkin tergantung 
18 
 
 
 
pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen 
publik baru. 
3. Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi 
suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, 
atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara 
seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subjektivitas dan 
ketidakprediksikan dalam proses peninjuan ulang itu seringkali bervariasi, 
tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya. 
Disamping itu ada beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas 
beberapa hal yang perlu dilakukan: 
1. Kontrol Legislatif: di banyak negara, legislatif melakukan pengawasan 
terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di 
dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka 
mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan 
responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi 
penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi dan menegakkan 
kinerja. 
2. Akuntabilitas Legal: ini merupakan karakter dominan dari suatu negara 
hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang 
didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang 
dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan 
semua pejabat publik dapat dituntut pertanggungjawabannya di depan 
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pengadilan atas semua tindakannya. Peran lembaga peradilan dalam 
menegakkan akuntabilitas berbeda secara signifikan antara negara yang 
memiliki sistem peradilan administratif khusus seperti prancis hingga 
negara yang memiliki tatanan hukum di mana semua persoalan hukum 
diselesaikan oleh badan peradilan yang sama termasuk yang berkaitan 
dengan pernyataan tidak puas masyarakat tehadap pejabat publik. 
3. Ombudsman: dewan ombudsman, baik yang dibentuk dalam suatu 
konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. 
Ombudsman mengakomodsasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, 
dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi 
tanpa membebani masyarakat. Secara umum masyarakat dapat mengajukan 
keluhannya secara langsung kepada lembaga ini, baik melalui surat maupun 
telepon. Hampir semua kasus ombudsman melakukan tugas investigasinya 
tanpa memungut biaya dari masyarakat. 
4. Desentralisasi dan paritisipasi: akuntabilitas dalam pelayanan publik juga 
dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan 
partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus dimana berbagai tugas 
pemerintah didelegasikan ketingkat lokal yang dijalankann oleh para 
birokrat lokal yang bertanggungjawab langsung kepada masyarakat lokal. 
Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus 
pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang 
terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi ditingkat lokal. Itupun 
sangat bervariasi secara signifikan sesuai derajat otonomi yang diperoleh. 
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Dari otonomi yang sangat luas seperti yang ditemukan di Amerika Serikat 
hingga otonomi terbatas yang umum dijumpai dinegara-negara berkembang. 
Ketergantungan yang tinggi terhadap berbagai organisasi dan koperasi 
berbasis masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik menjadi salah satu 
perkembangan yang menjanjikan terwujudnya manajemen publik yang 
terdesentralisasi dan bertanggungjawab. 
5. Kontrol adiminstrasi internal: pejabat publik yang diangkat sering 
memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena 
realtif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, 
kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat 
mempertahankan kontrol hirarki terhadap para pejabatnya dengan dukungan 
aturan dan regulasi administratif dan finansial serta sistem inpeksi. Untuk 
negara-negara berkembang dan negara komunis, metode kontrol tersebut 
memiliki dampak yang terbatas. Masalah ini disebebkan hubungan yang 
kurang jelas antara kepemimpinan politik yang bersifat temporer dan 
pejabat publik yang diangkat secara permanen. Jika mereka melakukan 
persekongkolan, akuntabilitas tidak bisa terwujud (hal ini juga terjadi sejak 
lama di negara-negara maju) dan jika mereka terlibat dalam konflik, maka 
yang menjadi korban adalah kepentingan publik. 
6. Media massa dan opini publik: hampir di semua konteks, efektivitas 
berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di 
atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik. 
Tantangannya, misalnya adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat 
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mampu mendayagunakan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. 
Terdapat 3 faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan 
opini publik. Pertama, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima 
dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam 
konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari 
peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan 
pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi 
wanita, lembaga konsumen, koperasi dan asosiasi profesional. Kedua, 
pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah 
adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui 
konstitusi (misalnya UU kebebasan informasi) dengan hanya 
mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian 
sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah 
yang seharusnya dapat di akses secara luas antara lain meliputi anggaran, 
akuntabilitas publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap informasi 
tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan 
dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit 
dibatasi. Ketiga, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga 
negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping 
kesiapan untuk menjalankannya. 
C. Transparansi 
Sudana (2015) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin 
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang 
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penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 
pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah 
adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang 
dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan 
persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan 
preferensi publik. 
Menurut Haryatmoko (2011:112) transparansi berarti keterbukaan, 
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan 
informasi. Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang 
baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi 
masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan 
kemudahan informasi penyelenggaran pemerintahan memberikan pengaruh untuk 
mewujudkan berbagai indikator lainnya. 
Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 
dilihat dalam dua hal yaitu: 
1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan 
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, 
korupsi dan nepotisme (KKN). 
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Meutia dan Nurfitriana (2011) mendefinisikan transparansi sebagai 
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya 
kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. 
Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar 
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus 
disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi 
tersebut. Untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan, 
maka yang perlu dilakukan yaitu, Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses 
penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang 
ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang 
membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk 
pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh 
pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat 
“simple, straightforward and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah 
diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga 
merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek 
penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap 
tersedia (freely dan readily available). 
Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparansi pemerintahan dapat 
diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut: 
 Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah 
dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 
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 Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik 
tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan. 
D. Partisipasi 
Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari 
bahasa Belanda “Participate” atau dari bahasa Inggris “Participation”. Dalam 
bahasa Latin disebut “Participatio” yang berasal dari kata kerja “Partipare” yang 
berarti ikut serta, sehingga partisipasi mengandung pengertian aktif yaitu adanya 
kegiatan atau aktivitas. Menurut Hikmah (2015) partisipasi adalah keterlibatan 
mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong 
mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok dan juga 
berbagai tanggungjawab dalam pencapaian tujuan. 
Menurut Ardiani dkk (2011) “Partisipasi” adalah suatu proses di mana 
sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam 
prakarsa “pembangunan”, termasuk mengambil keputusan atas sumber daya. 
Mengemukakan partisipasi terhadap koperasi adalah manifestasi dari perilaku 
seseorang atau sekelompok orang dalam menunjukkan sikap dan mewujudkan 
peranannya terhadap koperasi guna meningkatkan kesejahteraanya. Menurut 
Soetrisno (2010) partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan 
yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran 
masyarakat dalam mengambil bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan 
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pikiran ke dalam suatu kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri  atau 
pribadi yang lebih daripada sekedar kegiatan fisik semata. 
Menurut Yuwono (2015) mendefinisikan partisipasi sebagai feed-forward 
information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat 
sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa 
partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai 
pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan 
langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat 
bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau 
memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Menurut pendapat Haryanti 
(2012) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu 
keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti 
mengorbankan kepentingan diri sendiri.  
Sukmantari (2015) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau 
masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan 
keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi 
individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal 
masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu 
masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam 
hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut atau 
klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil 
masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap 
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anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, 
baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan 
dengan pihak lain. 
E. Good governance 
Dalam literatur ilmu pemerintahan atau ilmu hukum istilah “tata kelola 
pemerintahan yang baik” sering pula disebut atau dipadankan dengan istilah 
“good governance”. Kedua istilah ini seringkali saling dipergunakan secara silih 
arti (interchangeable), namun untuk maksud dan tujuan yang sama. Oleh karena 
itu, dalam tulisan ini istilah “tata kelola pemerintahan yang baik” dipersamakan 
dengan istilah “good governance”. Nomenklatur “good governance” merupakan 
istilah yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama baik dalam tataran 
internasional maupun nasional.  
Dalam tataran internasional istilah ini diperkenalkan oleh Bank Dunia pada 
tahun 1992. Sejak saat itu, hampir seluruh negara di dunia yang memiliki 
hubungan erat dengan Bank Dunia, termasuk pula Indonesia harus menerima 
konsep “good governance” sebagai pola untuk menjalankan pemerintahan untuk 
diterapkan di Indonesia (walaupun dengan implementasi yang berbeda-beda pada 
tiap negara). Paling tidak pada saat itu, diterimanya konsep ini sebagai salah satu 
prasyarat bagi sebuah Negara untuk dapat dipertimbangkan untuk mendapat 
bantuan dari bank dunia. Dalam perkembanganya tata kelola pemerintahan yang 
baik tidak hanya diterima sebagai alasan untuk memenuhi kriteria formalistik 
semata agar mendapatkan bantuan dari bank dunia, lebih dari itu tata kelola 
pemerintahan yang baik diyakini memungkinkan suatu negara memenuhi tujuan-
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tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum. Selain itu, yang tak kalah 
penting yakni adanya korelasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dengan 
Hak Asasi Manusia (Yarni dan Latifah Amir 2014). 
Menurut Duadji (2012) Governance merupakan kerangka konsep filosofis, 
teoritis dan analitis yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi 
idiologi, paradigma, kultur dan manajemen kepemerintahan (manajemen publik). 
Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal 
organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, outcome dan impact, 
yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran 
bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang 
memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan 
dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik 
baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global. Tata kelola administrasi 
pemerintahan yang baik yang mencerminkan karakteristik good govenrment dan 
clean governance merupakan hal yang sangat penting peranannya dalam 
perencanaan kegiatan pembangunan, baik di tingkat nasional, daerah, maupun 
desa karena setiap perencanaan pembangunan membutuhkan data dan informasi 
yang tepat.  
Prinsip good governance dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
daerah merupakan sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dalam rangka 
mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih, transparan, dapat di 
pertanggungjawabkan, efektif dan efisien. Tekad untuk mewujudkan prinsip good 
governance juga didasari oleh fakta peran birokrasi pemerintah daerah yang 
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belum optimal memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat 
(Neta 2012). 
F. Rerangka Konseptual 
Tujuan utama dilaksanakannya kinerja anggaran untuk mensejahterakan 
masyarakat. Dalam pelaksanaan kinerja anggaran, pemerintah dan masyarakat 
ikut serta dalam hal itu. Partisipasi dari pemerintah dan masyarakat akan 
memberikan kontribusi yang besar bagi terlaksananya kinerja anggaran hal ini 
juga dapat memperkecil kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung 
jawab dan mementingkan dirinya sendiri. Dalam hal ini komitmen juga 
dibutuhkan hal yang menjadi pondasi utama tercapainya anggaran adalah 
komitmen yang harus ada dalam diri pemerintah serta subjektivisme dan 
objektivisme dalam pelaksanaan kinerja anggaran untuk menghilangkan segala 
bentuk kecurangan dalam pelaksanaan anggaran.  
Konsep Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara 
berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas 
dan norma yang berlaku di masyarakat, partisipasi masyarakat dalam 
penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai 
dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. 
Selain partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip lain dalam 
penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, 
keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas juga harus diperhatikan. 
Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian Sopanah (2014) partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil bahkan hampir tidak 
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ada, padahal partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan yang dilakukan 
oleh DPRD. Beberapa kasus juga menunjukkan bahwa, kebijakan yang dibuat 
oleh eksekutif dan legislatif mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi 
dan akuntabilitas publik. Jadi berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan 
maka dapat dirumuskan rerangka pemikiran sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGGARAN 
GOOD 
GOVERNANCE 
TEORI LEGITIMASI 
 
AKUNTABILITAS 
 
TRANSPARANSI 
 
PARTISIPASI 
 
REALISASI ANGGARAN YANG 
IDEAL 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1) Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 
memiliki ciri-ciri antara lain:  
a) meneliti interaksi peristiwa dan proses. 
b) melibatkan peneliti secara penuh. 
c) melibatkan latar belakang alamiah.  
d) menggunakan sampel purposive.  
e) mengutamakan makna dibalik realitas.  
f) melibatkan variabel-variabel yang kompleks.   
g) penerapan analisis induktif.  
Penelitian kualitatif menurut Lincoln dalam Neuman (2010) adalah 
penelitian yang menekankan pada proses dan pemaknaan atas realitas sosial yang 
tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas ataupun frekuensi. Fokus 
dari penelitian kualitatif adalah menjelaskan bagaimana gejala sosial dibentuk dan 
diberi makna. Beberapa asumsi penelitian kualitatif yakni:  
1) Penelitian kualitatif lebih menekankan perhatiam pada proses, bukannya 
hasil atau produk.  
2) Penelitian kualitatif tertarik pada makna bagaimana orang membuat 
hidup, pengalaman dan struktur dunianya masuk akal.  
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3) Penelitian kualitatif merupakan instrumen pokok untuk pengumpulan dan 
analisis data. Data didekati melaluli instrumen manusia, bukan melalui 
inventaris, daftar pertanyaan, atau mesin.  
4) penelitian kualitatif melibatkan kerja lapangan, peneliti secara fisik 
berhubungan dengan orang, latar, lokasi, atau institusi untuk mengamati 
atau mencatat perilaku dalam latar alamiahnya.  
5) Peneliti kualitatif bersifat deskriptif dalam arti peneliti tertarik pada 
proses, makna, dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar.  
6) Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membangun 
abstraksi, konsep, hipotesa, teori dan rincian. 
2) Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga yang terkait dengan 
pelaksanaan realisasi anggaran yaitu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kab. Gowa. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwa kantor dinas adalah salah satu lembaga yang mengelola anggaran daerah. 
Lokasi yang relatif mudah dijangkau dan adapun pertimbangan menjadikan kantor 
dinas sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti tertarik ingin mengetahui 
lebih jauh tata kelola pemerintahan. 
B. Paradigma Penelitian 
Paradigma penelitian ini menggunanakan pendekatan deskriptif untuk 
menggambarkan suatu keadaan instansi secara sistematik, aktual dan akurat 
dengan cara mengumpulkan data berdasarkan fakta yang nampak dalam 
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organisasi dimana fakta tersebut dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga 
memberikan saran-saran untuk masa yang akan datang. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1) Jenis Data: data yang digunakan data kualitatif dimana penjelasan dengan 
menggunakan kata-kata dan gambar. 
2) Sumber Data: 
a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun 
berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian dalam 
penelitian ini juga menggunakan cara wawancara langsung dengan 
narasumber terkait. 
b) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari luar data 
primer yang mendukung dalam penelitian. Data sekunder dalam 
penelitian ini diperoleh dari buku-buku literature-literatur dan 
sumber lain yang berhubungan erat dengan masalah penelitian. 
Data yang diperoleh mengenai sejarah dan struktur organisasi atau 
gambaran umum instansi dan teori-teori yang ada hubungannya 
dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan 
konteks penelitian digunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu 
peneliti menggunakan metode dokumentasi dimana dengan mengumpulkan data 
dan mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Kemudian 
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wawancara juga menjadi suatu cara untuk mengumpulkan data untuk memberikan 
keakuratan dalam penelitian ini. Selain dokumentasi, penelitian ini juga 
menggunakan informan untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian. 
Dokumen dalam penelitian ini berupa kata-kata dan gambar yang mampu 
mempercepat proses penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa perekam 
suara, kamera dan alat tulis. Peneliti juga menjadi instrumen dalam penelitian ini 
dimana peneliti berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih sumber 
data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, 
menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan dalam pelaksanaan 
kinerja anggaran. 
F. Metode Analisis 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang 
dijelaskan dengan cara deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara menjelaskan data-
data yang ada. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data 
yaitu dengan menganalisis bagaimana proses pelaksanaan anggaran dan 
menganalisis entitas dalam pelimpahan tugas dan wewenang serta tanggungjawab. 
Dari hal tersebut disusun secara sistematis dan di informasikan kepada orang lain 
agar bisa dipahami. 
G. Informan Penelitian 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengunakan latar alamiah, 
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 
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melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam desain penelitian ini, peneliti 
melakukan suatu penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif 
merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 
sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, 
proses yang sedang berlangsung, akibat efek yang terjadi, atau tentang 
kecenderungan yang tengah berlangsung.  
Subjek penelitian merupakan suatu benda, manusia, maupun lembaga yang 
akan diteliti dimana di dalam dirinya mengandung hal–hal terkait masalah yang 
akan diteliti oleh peneliti. Subyek penelitian merupakan keseluruhan objek yang 
terdapat beberapa narasumber atau informan yang nantinya akan memberikan 
informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
Dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial, infoman sebagai orang yang memberi 
informasi tentang data yang diinginkan peneliti, yang berkaitan dengan penelitian 
yang sedang dilaksanakannya.  
No 
Nama 
Informan 
Tempat Tugas Jabatan/Pekerjaan Informan 
1 Sudirman Dinas penataan ruang Bagian keuangan 
2 Irmawati Dinas penataan ruang Kasub. Sumberdaya Manusia 
3 Agus syam Dinas penataan ruang PPK  
4 Andi                   - Masyarakat 
 
H. Uji Keabsahan Data 
Untuk menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Ada 
empat teknik yang digunakan menurut Patton dalam Sulistiany (2011) akan tetapi 
dalam penelitian ini hanya tiga teknik yang digunakan yaitu sebagai berikut: 
1) Triangulasi Data 
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Menggunakan sumber data seperti dokumen. Data dikumpulkan dari 
berbagai jurnal dan menganalisa data tersebut. Setelah dianalisa, 
peneliti mengungkap temuan unik dan menantang serta memberikan 
pemahaman yang jelas terhadap masalah. 
2) Triangulasi Teori 
Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa 
data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini 
berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan 
menguji terkumpulnya data tersebut. 
3) Triangulasi Metode 
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 
dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode 
dokumentasi dan wawancara yang berkaitan dengan penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan 
bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap anggaran dengan 
konsep Good Governance dalam mencegah praktik korupsi di Kabupaten Gowa, 
serta menjelaskan tata cara pemerintah daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang) dalam melaksanakan kinerja anggaran pemerintah daerah di 
Kabupaten Gowa. 
A. Hasil Penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten 
Gowa   
1. Sejarah Kabupaten Gowa 
Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. 
Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar 
pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama 
pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, 
Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal 
kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada 
Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa 
tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu 
Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota 
Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri 
merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. 
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Pelaut Kerajaan Gowa dikenal sangat tangguh di masa lalu. Namun, hal 
itu hanya tinggal sejarah. Hanya tersisa kurang dari satu kilometer garis pantai . 
Perekonomian Kabupaten Gowa didominasi sektor pertanian dan menjadi salah 
satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Sulawesi Selatan (Sulsel). 
Kerajaan Gowa dikenal dengan tokoh Sultan Hasanuddin sebagai salah satu 
pahlawan nasional bangsa. Keberaniannya dalam menghadapi penjajah di 
masanya akan selalu menjadi bagian sejarah bangsa. Dulunya, Gowa dikenal 
sebagai salah satu daerah yang perkasa di lautan dengan para pelaut pemberani. 
Sejarah sebagai salah satu kerajaan maritim di nusantara tidak berbekas lagi hari 
ini. Perekonomian Kabupaten Gowa didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian 
besar penduduk mengais rezeki di bidang pertanian. Penduduk terdiri dari 
beragam jenis suku, agama, dan Bahasa. 
Potensi penduduk Gowa dapat dilihat dari angka rasio ketergantungan. 
Menurut BPS Kabupaten Gowa, Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten 
Gowa sebesar 65,74%. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif (15-64 
tahun) menanggung 65 sampai 66 orang penduduk non-produktif (0-14 tahun 
ditambah 65 tahun ke atas). Sex Ratio sebesar 97%, artinya terdapat 97 penduduk 
laki-laki diantara 100 penduduk perempuan). Jika melihat sisi perekonomian, 
pertumbuhan ekonomi Gowa cukup tinggi dan berada di atas angka Provinsi 
Sulsel yaitu sebesar 7,63 persen pada 2016. Dilihat dari distribusi pengeluaran, 
konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen utama pembentuk pertumbuhan 
ekonomi  dengan 62,63 persen. Sedangkan menurut distribusi lapangan usaha, 
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih yang tertinggi dengan 31,03 
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persen. Salah satu potret keberhasilan pemerintah daerah adalah dengan melihat 
angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Gowa mencatatkan angka 
67,70 untuk IPM tahun 2016. Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan IPM 
Gowa tahun 2011 yaitu hanya sebesar 64,42. Dari segi kesehatan, penduduk 
Gowa memiliki harapan hidup sebesar 69,92 tahun. Dari segi pendidikan, Rata-
Rata Lama Sekolah sebesar 7,52 tahun dan Harapan Lama Sekolah sebesar 13,03 
tahun. Artinya, penduduk memiliki harapan untuk bersekolah hingga jenjang 
perkuliahan semester satu . Sedangkan rata-rata lama sekolah hingga kelas satu 
SMP. 
Potret kemiskinan di Kabupaten Gowa bisa dilihat dari data kemiskinan 
yang dirilis BPS pada Maret 2017. Jumlah penduduk miskin di Gowa mencapai 
61.520 jiwa (8,40 persen) dengan Garis Kemiskinan Rp 316.428 per kapita per 
bulan. Artinya, rumah tangga dikatakan miskin jika pengeluarannya berada di 
bawah Rp 1.265.712 dengan 4 (empat) orang dalam satu rumah tangga. Hal yang 
perlu mendapat perhatian adalah mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan 
Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Gowa sebesar 
1,59, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan mencapai 0,47. Dari sisi keadaan 
ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Gowa sebesar 62,17 
persen. Dengan angkatan kerja sebanyak 333.179 jiwa dan bukan angkatan kerja 
sebanyak 202.740 jiwa. Terdapat 20.453 pengangguran di Kabupaten Gowa 
dengan jumlah orang yang bekerja mencapai 312.726 jiwa. Sehingga Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gowa mencapai 6,14 persen. Dengan 
melihat beberapa angka indikator di atas, pemerintah dapat mengambil kebijakan 
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untuk memperbaiki kualitas pembangunan di Kabupaten Gowa. Baik 
pembangunan fisik maupun pembangunan manusia di Gowa. Diantaranya adalah 
kualitas pendidikan yang terus dibenahi. Hal ini berkaitan erat dengan persiapan 
memasuki tahun bonus demografi, dimana penduduk umur produktif lebih banyak 
dibandingkan nonproduktif. 
Jika kualitas pendidikan bagus, maka umur produktif akan diisi oleh 
penduduk yang memiliki daya saing tinggi. Dengan begitu, mereka bisa terserap 
di dunia kerja baik sebagai tenaga kerja, maupun pengusaha yang mencetak 
lepangan kerja. Sektor kesehatan pun harus tetap diperbaiki pasca ditolaknya 
gugatan pemerintah daerah di MK tentang BPJS kesehatan. Tidak menutup 
kemungkinan Kabupaten Gowa akan menjadi salah satu daerah dengan 
perekonomian terbaik di Indonesia. Semuanya menjadi mungkin jika pemerintah 
peka terhadap angka statistik yang menjadi indikator pembangunan. 
Apalagi  Gowa tengah bersiap menjadi kabupaten pendidikan. Dengan sumber 
daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni, maka Era 
kejayaan Kabupaten Gowa akan terwujud secepatnya.  
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2. Letak Geografis Kab.Gowa 
 
 
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya 
antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang 
Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah 
Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah 
Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian 
Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 
167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 
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berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 
kecamatan yakni  Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, 
Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 
27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 
Kecamatan yakni  Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, 
Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo 
Selatan. 
Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah 
di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 
Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah 
yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa  dilalui 
oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik 
dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan 
adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km2 dan panjang 90 Km, di atas aliran 
sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan 
luas + 2.415 Km2 yang dapat menyediakan air irigasi  seluas + 24.600 Ha, 
komsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar 
sebanyak 35.000.000 m3 dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang 
berkekuatan 16,30 Mega Watt. 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa   
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan 
Peraturanm Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi 
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dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa yang nerupakan gabungan dari tiga 
SKPD yaitu SKPD Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Gowa, SKPD Kantor 
Kebersihan Kabupaten Gowa dan SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Gowa. 
Dinas Pekrjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai Tugas 
pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor : 32 Tahun 2008 
Tanggal 22 Desember 2008 adalah melaksanakan sebagian kewenangan atau 
urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 
bidang Pekerjaan Umum yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, mempunyai fungsi sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang yang meliputi urusan Bina Marga, Cipta Karya, 
Teknik dan Perencanaan, Tata Ruang, Operasional dan Pemeliharaan 
Pengairan dan Pengairan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang 
meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Teknik dan Perencanaan, Tata 
Ruang, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan dan Pengairan. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya. 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ke Tatalaksanaan, 
Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan. 
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e. Pengelolaan Unit Pelaksanaa Teknis Dinas. 
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan dan 
fungsinya. 
4. Visi dan Misi 
       a. Visi 
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi 
Pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, 
antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang 
menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin 
diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. 
Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Kabupaten Gowa dijabarkan sebagai berikut : 
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum, Permukiman dan 
Penataan Ruang yang berkualitas” 
Visi yang dirumuskan ini juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap 
upaya yang akan dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
tersebut antara lain : 
a. Pelayanan Profesional, artinya adalah Pelayanan Umum yang diberikan 
oleh Instansi Pemerintah dengan memperhatikan penempatan personil yang tepat 
dalam bidang tugas keahliannya. 
b. Transparan, merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya 
tentang sistem pelayanan pemerintah. 
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c. Akuntabel, mempunyai arti yang sangat dalam, namun secara singkat 
dapat diartikan “dapatdipercaya” dan “bertanggungjawab” 
b. Misi 
Untuk tercapainya Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Gowa tahun 2016-2021, dan memperhatikan identifikasi 
masalah pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa 
serta isu strategis yang sudah dijabarkan, dapat dirumuskan misi Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 sebagai berikut : 
1. Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung 
pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan dan jembatan yang 
andal dan terpadu. 
2. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan 
produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur 
permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan. 
3. Mewujudkan Penataan Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan 
daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan 
Permukiman berbasis Penataan Ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan. 
4. Meningkatkan kualitas perencanaan teknis infrastruktur yang berkualitas 
dan inklusif. 
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5. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana irigasi 
secara optimal dan berkelanjutan yang mendukung ktahan air dan kedaulatan 
pangan. 
6. Mewujudkan upaya penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan 
pengendalian daya rusak air serta operasi pemeliharaan jaringan pengairan yang 
berwawasan lingkungan untuk menjaga kelestarian air dan sumber air. 
7. Meningkatakan peran serta masyarakat petani pemakai air dan kerjasama 
para pihak pengelola sumber daya air secara terpadu. 
8. Meningkatkan perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan 
evaluasi pendayagunaan sumber daya air ketersediaan yang ditunjang dengan 
ketersediaan data dan sistem informasi yang terbarui. 
9. Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumberdaya yang 
akuntabel, kompeten dan inovatif menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik. 
5. Program Unggulan 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa memiliki 
program-program unggulan dalam melayani masyarakat diantaranya sebagai 
berikut : 
a. Bidang Bina Marga 
Bidang Bina Marga sebagai tugas dekonsentrasi dan jalan lain yang 
menjadi tugas dan kewenangan pemerintah Kabupaten Gowa, maka bidang 
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tersebut melaksanakan kegiatan perencanaan teknis program, pembinaan 
terhadap pengembangan prasarana jalan, melaksanakan kegiatan 
pembangunan prasarana jalan dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan 
prasarana jalan. Tugas pokok dan fungsi Bina Marga menangani jalan dan 
jembatan yang meliputi pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan 
dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Gowa. 
Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem 
jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem 
jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk 
pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan 
semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem 
jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan 
pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan 
perkotaan Pembangunan infrastruktur jalan poros primer, yang diharapkan 
pembangunan jalan poros primer ini akan mampu membuka serta 
terhubungnya suatu kecamatan dengan kecamatan lainnya dengan jarak 
tempuh yang relatif pendek dan cepat. Pembangunan infrastruktur jalan poros 
sekunder, yakni jalan yang menghubungkan dari desa/dusun ke jalan primer 
guna membuka keterisolasian desa/dusun serta bergeraknya roda ekonomi 
masyarakat. 
Pada Tahun Anggaran 2016 Pemda Kabupaten Gowa melalui Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Gowa Bidang Bina Marga telah melaksanakan 
program unggulan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan 
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Panjang Jalan Aspal = 76,98 Km, Jalan Beton = 31,58 Km, Pembangunan 
Jembatan Beton sebanyak 12 Buah Jembatan dengan total panjang = 108 M’ 
dan Pasangan Talud = 2.941 M’ serta telah melakukan pemeliharaan rutin 
jalan sepanjang = 105,56 Km, pemeliharaan rutin jembatan = 67 buah, 
pemeliharaan rutin duiker plat = 60 buah. 
Pembangunan infrastruktur jalan tersebut diatas diharapkan akan mampu 
membuka serta terhubungnya suatu kecamatan dengan kecamatan lainnya, 
dari desa/dusun ke ibu kota kecamatan guna membuka keterisolasian 
desa/dusun serta bergeraknya roda perekonomian masyarakat dengan jarak 
tempuh yang relatif pendek, cepat dan lancer 
Data jalan kabupaten pada Tahun 2016 
- Panjang Jalan = 2.643,50 Km 
a. Jalan Aspal         = 1.575,47 Km (59,60%) 
b. Jalan Beton         = 54,78 Km ( 2,07%) 
c. Jalan Pengerasan = 395,85 Km (14,97%) 
d. Jalan Tanah         = 617,40 Km (23,36%) 
- Kondisi Jalan Baik = 1.418,86 Km (53,67%) 
a. Rusak Ringan = 62,44 Km ( 2,36%) 
b. Rusak Sedang = 259,14 Km ( 9,81%) 
c. Rusak Berat    = 903,06 Km (34,16%) 
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- Jumlah Jembatan = 230 Buah Jembatan dengan panjang keseluruhan jembatan 
2.761 M’ 
b. Bidang Pengairan dan Operasi Pemeliharaan 
a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan 
pengairan lainnya 
b. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan 
sumber daya air lainnya 
c. Program Pendamping kegiatan 
Data dasar prasarana  
a. Daerah irigasi = 216 lokasi (27.806 ha) dengan 
kondisi Baik = 60 %  
Rusak ringan = 11 %  
Rusak sedang = 8 %  
Rusak Berat   = 21 %  
b. Embung     = 19 lokasi  
c. Pompanisasi = 17 lokasi (252 ha) 
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Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok  menyelenggarakan 
pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi dan pemeliharaan. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya,  Bidang Operasi dan Pemelihaan 
mempunyai fungsi : 
1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan operasi dan pemeliharaan; 
2. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan; 
3. Penyelenggaraan fasilitasi bidang operasi dan pemeliharaan. 
Rincian Tugas Bidang Operasi Dan Pemeliharaan: 
1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Operasi Dan 
Pemeliharaan; 
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan 
supervisi Bidang Operasi Dan Pemeliharaan; 
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi operasi; 
4. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pemeliharaan; 
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi bencana alam sumber daya 
air; 
6. Menyelenggarakan fasilitasi operasi dan pemeliharaan; 
7. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan operasi 
dan pemeliharaan; 
8. Menyelenggarakan koordinasi UPTD; 
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9. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Operasi dan 
Pemeliharaan; 
10. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan; 
11. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan 
Dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten/Kota; 
12. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
13. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
Bidang Operasi dan Pemeliharaan, membawahkan : 
1. Seksi Operasi; 
2. Seksi Pemeliharaan; 
3. Seksi Bencana Alam Sumber Daya Air. 
Seksi operasi 
Seksi Operasi mempunyai tugas pokok  melaksanakan penyusunan 
bahan  kebijakan teknis dan fasilitasi operasi. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Operasi mempunyai fungsi  : 
1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi; 
2. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi; 
Rincian Tugas Seksi Operasi : 
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1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi; 
2. Melaksanakan pengelolaan data operasi jaringan irigasi, dan sumber air ; 
3. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan dan 
pengelolaan sistem irigasi; 
4. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standard, prosedur, dan kriteria 
operasi jaringan irigasi dan sumber air; 
5. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis operasi jaringan irigasi dan 
sumber air; 
6. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis kerjasama 
pengelolaan jaringan irigasi; 
7. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasi; 
8. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Seksi pemeliharaan 
Seksi  Pemeliharaan mempunyai tugas pokok  melaksanakan penyusunan bahan 
kebijakan teknis dan fasilitasi pemeliharaan.           
Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Pemeliharaan mempunyai 
fungsi  : 
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1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 
pemeliharaan; 
2. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pemeliharaan. 
Rincian Tugas Seksi Pemeliharaan: 
1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan; 
2. Melaksanakan pengelolaan data, jaringan irigasi, dan sumber air ; 
3. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standard, prosedur, dan kriteria 
pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber air; 
4. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis pemeliharaan jaringan irigasi 
dan sumber air; 
5. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemeliharaan; 
6. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan 
pertimbangan pengambilan kebijakan; 
7. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; 
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
c. Bidang Cipta Karya 
a. Program peningkatan sarana dan prasarana keciptakaryaan dengan 
kegiatan : 1. Pembangunan gedung kantor  
2. Rehabilitasi sedang/berat fasilitas umum 
b. Program pengembangan sarana dan prasarana air bersih 
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c. Program lingkungan sehat 
d. Program pengembangan perumahan 
6. Anggaran 
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis 
dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh 
kegiatan organisasi untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan 
datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, 
maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam 
anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti 
segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur 
pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Penganggaran 
merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen 
tentang pendapatan, biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu 
tertentu di masa yang akan datang. 
Anggaran mempunyai peranan penting dalam organisasi dan merupakan 
salah satu cara yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi kinerja para 
pelakunya (manajer) dan untuk mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab 
di antara fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut agar bertindak menghasilkan 
sesuatu untuk organisasi Selain itu anggaran juga sebagai alat untuk 
berkomunikasi dan belajar antar anggota organisasi, dan sebagai alat komunikasi 
yang terus menerus dan interaktif antara manajer tingkat atas kepada manajer 
tingkat di bawahnya, atau komunikasi antar manajer dalam tingkat yang sama 
54 
 
 
 
namun berbeda fungsi untuk belajar secara berkelanjutan bagaimana mencapai 
tujuan organisasi (Burchell, Clubb, Hopwood, & Hughes, 1980), sedangkan 
akuntabilitas merupakan hubungan dalam suatu organisasi berupa “Giving and 
demanding of reasons for conducts” (Roberts & Scapens, 1985). Namun bila 
dikaitannya dengan konsep anggaran mengandung arti suatu hubungan antara 
pemberi dan penerima tanggung jawab yang membuat pemberi tanggung jawab 
mempunyai hak atau kekuatan untuk meminta atau memaksa penerima untuk 
memberikan pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan. Di sisi lain 
penerima tanggung jawab mempunyai keinginan atau kewajiban untuk patuh 
terhadap persyaratan yang diberikan oleh pemberi (Messner, 2009). 
7. Fungsi anggaran 
Menurut Sony Yuwono dkk (2005:30) Sebagai sebuah instrumen 
penting dalam proses manajemen, anggaran atau penganggaran memiliki fungsi 
sebagai berikut 
1. Fungsi Perencanaan 
2. Fungsi Koordinasi dan Komunikasi 
3. Fungsi Motivasi 
4. Fungsi Pengendalian dan Evaluasi 
5. Fungsi Pembelajaran 
Menurut Mardiasmo (2002:63) beberapa fungsi anggran sektor publik 
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu (1)  sebagai alat 
perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) 
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alat koordinasi dan komonikasi,(6) alat penilaian kinerja, (7) alat motivasi, dan (8) 
alat menciptakan ruang publik. 
1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool) 
Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan 
organisasi. Anggran sektor publik dbuat uantuk merencanakan tindakan 
apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, 
dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.  
2. Anggaran sebagai alat pengendalian 
Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas 
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang 
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, 
pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan- pemborosan 
pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk 
mengendalikan eksekutif.  
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal 
Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk 
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui 
anggran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, 
sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi eklonomi. 
Anggaran dapat digunakan mrndorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi 
kegiatan ekonomi masyarakat sehinnga dapat mempercepat pertumbuhan 
ekonomi. 
4. Anggaran sebagai alat politik 
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Anggaran digunakan untuk memutuskan perioritas-perioritas dan 
kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik 
anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif 
dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan 
tertentu. Anggran bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih 
merupakan alat politik. Oleh karena pembuatan anggaran memerlukan 
poltical skill, coalition building, keahlian bernegoisasi, dan pemahaman 
tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para m,anjer publik. 
5. Anggaran sebagai alat komonikasi dan koordinasi 
Setiap unit kinerka pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan 
anggran. Anggran publik merupakan alat koordinasi antar bagian 
pemerintahan. Anggran publik yang disusun dengan baik akan mampu 
mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian 
tujuan organisasi. Disamping itu juga anggaran pulik berfungsi sebagai 
alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. 
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja 
Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada legislatif. 
Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan 
efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan 
berapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah 
ditetapakan. 
7. Anggaran sebagai alat motivasi 
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Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan 
stafnya agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif, dan efesiendalam 
mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Target 
anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, 
namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. 
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik 
Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan 
DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai 
organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam prises penganggaran sektor 
publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba 
mempengaruhi    anggara    pemerintah    untuk    kepentingan mereka. 
B. Pembahasan Penelitian  
1. Alur atau proses anggaran pada Dinas pekerjaan umum Kab.Gowa 
Menurut Hanson (1966), (dalam Tapatveto 2013), mendefinisikan 
anggaran sebagai suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang 
rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu 
periode tertentu, yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
kegiatan selama periode tersebut. 
a. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran 
Menurut Deddi Nordiawan(2006: 79) beberapa Tahapan penyusunan anggara 
adalah 
1. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi) 
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Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh ke depan yang 
memberi gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah 
organisasi. Dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat: 
a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai 
b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas 
c) Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis 
d) Memiliki orientasi masa depan 
e) Menumbuhkan seluruh unsur organisasi 
f) Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi. 
2. Pembuatan Tujuan 
Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun 
waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasioal. 
Karena tujuan operasional merupakan turunan dari visi dan misi 
organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi 
sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian 
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) Sebuah tujuan 
operasional yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut: 
a. Harus mempresentasikan hasil akhir bukannya keluaran 
b. Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir yang 
diharapkan telah dicapai. 
c. Harus dapat diukur dalam jangka pendek agar dapat dilakukan 
tindakan koreksi 
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d. Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil 
untuk menimbulkan interpretasi individu. 
3. Penetapan Aktivitas 
Tujuan operasional akan menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. 
Ketika pendekatan kinerja dan PPBS yang digunakan maka langkah yang 
harus dilakukan dalam penyusunan anggaran adalah penetapan aktivitas. 
Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional 
yang telah ditetapkan. Organisasi membuat sebuah unit/paket keputusan 
yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif 
keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang 
bersangkutan. Secara umum alternatif keputusan berisi komponen-
komponen sebagai berikut: 
a. Tujuan aktivitas tersebut, dinyatakan dalam suatu cara yang 
membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas 
b. Alternatif aktivitas/alat untuk mencapai tujuan yang sama dan 
alasan mengapa alternatif-alternatif tersebut ditolak. 
c. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut. 
d. Input, kuantitas, atau unit pelayanan yang disediakan, dan hasil 
pada berbagai tingkat pendanaan 
4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan 
Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah 
proses evaluasi dan pengambilan keputusan (penelaahan dan penetuan 
peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan  standar baku yang 
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ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada 
masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat. 
Teknisnya, alternatif keputusan dari semua aktivitas program yang 
direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan 
prioritasnya. Setiap level anggaran dianggap sebagai satuan yang berbeda. 
Dalam penyusunan anggaran program yang berbasis nol, asumsi yang 
digunakan adalah pengambil kebijakan dalam organisasi akan menerima apa 
pun urutan prioritasnya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kewajiban 
mereka hanyalah menentukan besarnya anggaran yang akan menentukan 
aktivitas mana saja yang dapat dilaksanakan. 
Menurut bapak Rudy selaku PPK Dinas PU Kabupaten gowa alur/proses 
perencanaan anggaran itu dimulai dari melakukan surfei lapangan infestigasi, 
setelah melakukan surfei dan data yang dibutuhkan telah terpenuhi maka 
dilakukan perhitungan anggaran setelah itu masuk diperencanaan kegiatan 
anggaran DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), setelah DPA terbit kita 
beralih proses pelaksanan fisik pekerjaan, meliputi perencanaan, desain dan 
sebagainya.  
Pada umumnya semua anggaran mencakup elemen-elemen prediksi, dan 
itu akan menimbulkan pertanyaan apa perbedaan anggaran dan prediksi, 
perbedaanya terletak pada ada tidaknya tindakan yang relevansi, maksudnya 
jika dalam anggaran sipembuat berusaha merealisasikan rencana yang dibuat, 
maka lain halnya dengan prediksi dalam prediksi sipembuat tidak berusaha 
merealisasikan rencana yang dibuat, dari sudut pandang managemen prediksi 
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hanya merupakan alat perencanaan saja sedangkan anggaran adalah alat 
perencanaan maupun alat pengendalian 
Dalam penyusunan rancangan APBD Tim Penyusunan Anggaran 
Eksekutif ada keterkaitan satu sama lain dimana Bapeda Kabupaten Gowa : 1) 
melakukan perhitungan terhadap jumlah pendapat dan belanja dari satuan 
kerja pengusul, 2) melakukan perhitungan terhadap jumlah rekapitulasi 
anggaran belanja langsung dan tidak langsung, dibantu oleh Bagian 
Pembangunan dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota. 
Begitu juga dengan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota 
dalam : 1) melakukan analisis terhadap besaran biaya dan harga satuan biaya 
berdasarkan standar pembakuan biaya yang dikaitkan dengan pencapaian 
target dalam hal mempertajam alokasi kegiatan secara administrasi dalam hal 
perencanaan anggaran untuk menambah aset daerah, menganalisis Rencana 
Kebutuhan Barang Unit (RKBU), 2) melakukan analisis besaran biaya dan 
harga satuan biaya berdasarkan standar biaya yang berlaku, terhadap rencana 
yang tertuang dimana Bagian Pembangunan Pemerintah Kota dalam hal visi 
dan misi organisasi yang dikaitkan dengan tupoksi Satuan Kerja (Satker), 
sedangkan Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota dalam hal 
penelaahan kebutuhan barang satuan kerja yang tertuang dalam RKBU dan 
Rencana Pemeliharaan Barang Satuan Kerja yang tertuang dalam Rencana 
Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).7) Rancangan Anggaran Pembangunan 
Belanja Daerah (RAPBD) Kota dibahas bersama antara Tim Anggaran 
Eksekutif dan Tim Panitia Anggaran Legislatif dari DPRD untuk disesuaikan 
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dengan anggaran yang tersedia, selanjutnya hasil pembahasan bersama 
tersebut akan ditetapkan menjadi APBD Kota melalui sidang pleno di DPRD 
Kota, dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (PERDA) sehingga mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat.  
Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah 
dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta 
RKPD. Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: (a) 
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional, (b) dilakukan 
oleh pemrimtah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan 
peran dan kewenangan masing-masing, (c) mengintegrasikan rencana tata 
ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta (d)dilaksanakan 
berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai 
dinamika perkembangan daerah dan nasional. Oleh karenanya sinkronisasi 
antara RPJMD dengan RPJMN, kemudian sinkronisasi antara renstra SKPD 
dengan RPJMD, sangat penting untuk menjamin keselarasan rencana 
pembangunan baik di level pusat dan daerah. Salah satu yang menarik dalam 
Permendagri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah 
melakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang mulai 
dari kecamatan, kelurahan, kemudian musyawarah pembangunan tingkat kota 
yang sebelumnya didahului oleh forum SKPD atau forum perangkat daerah 
disesi inilah yang mempertemukan peroses teknokratik dan partisipatik. 
Sebelum menjadi dokumen final RKPD ada penajaman usulah kegiatan, 
setelah RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) sudah selesai dari sisi 
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eksekutif itu kemudian diajukan ke DPRD untuk disepakati atau final. Dari 
sini akan dilakukan pembahasan RAPBD. 
b. Pendekatan Partisipatif 
Banyak masyarakat yang sampai saat ini berpendapat pendekatan 
partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme musrenbang masih menjadi 
retorika. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh: Kebijakan kepala 
daerah, hasil reses DPRD dan Program dari SKPD. Kondisi ini berakibat 
timbulnya akumulasi kekecewaan di tingkat desa dan kecamatan yang sudah 
memenuhi kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. 
Argument ini langsung dibantah oleh bapak Rudy selaku PPK Dinas PU 
kabupaten Gowa beliau mengatakan memang masih banyak masyarakat yang 
kurang paham mengenai program-program yang selama ini dilaksanakan 
pemerintah, menurut beliau pelaksanaan selama ini selalu berpedoman pada 
peraturan yang dimana semua proyek/pekerjaan anggaran Dinas PU 
Kabupaten Gowa pasti berawal atau bermula dari musrembang, yang 
terkadang menjadi masalah masyarakat salah paham atas kinerja pemerintah, 
kenapa? Ketika musrembang dilaksanakan banyak usulan-usulan yang 
diajukan masyarakat, tetapi di kubuh pemerintahan kami dibatasi oleh 
anggaran jadi otomatis kami tidak bisa merealisasi semua anspirasi 
masyarakat, hal ini yang menimbulkan opini-opini masyarakat yang kurang 
baik kepada pemerintah. 
Dalam kasus ini kami lebih kepada skala prioritas kemudian kami 
sandingkan dengan anggaran yang dimiliki. Skala prioritas adalah suatu daftar 
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bermacam macam kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat 
kepentingannya,yaitu dari yang paling penting sampai dengan kebutuhan yang 
dapat ditunda pemenuhannya.  
2.  konsep Good Governance dalam melakukan pengawasan realisasi 
anggaran 
Menurut Duadji (2012) Governance merupakan kerangka konsep 
filosofis, teoritis dan analitis yang sangat berguna sebagai landasan untuk 
membenahi idiologi, paradigma, kultur dan manajemen kepemerintahan 
(manajemen publik). Konsep governance ini bukan hanya ditujukan sebatas 
orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, 
outcome dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan 
adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. 
a. Pengawasan  
Pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin 
terlaksannya segala ketentuan undang - undang, peraturan, keputusan, 
kebijaksanaan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 
maupun oleh pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan pengawasan yang 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) terhadap 
optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan 
kemudian mengambil langkah bijak untuk segera menuntaskan segala 
persoalan yang sekiranya merupakan faktor penghambat pembangunan di 
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daerah. Terutama menekankan kepada bagaimana mengelola serta 
memunculkan potensi-potensi daerah yang merupakan sumber Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendorong kemajuan di daerah 
tersebut. 
Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan 
terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan publik di daerah yang dilaksanakan 
oleh lembaga eksekutif termasuk juga dengan pengawasan terhadap kebijakan 
pelaksanaan APBD. Fungsi pengawasan ini sangatlah penting bagi DPRD 
untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan 
Peraturan Daerah. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksanan 
kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. 
Dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan 
memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. 
b. Sosialisasi  
Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem 
nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk 
transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang 
efektif (Basalamah, 2004:196).Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami 
seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan 
norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok 
masyarakatnya (Kurniawan Herlambang, dkk). 
Sosialisasi dalam hal ini pemerintah harus lebih giat melakukannya agar 
tidak terjadi kesalah pahaman dimasyarakat, pemerintah setempat harus 
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berperan aktif dalam melakukan sosialisasi karna tidak semua hasil 
musrembang atau usulan-usulan masyarakat dikerjakan di tahun berjalan, 
karena ada anggaran yang memang memiliki syarat-syarat khusus untuk 
dijalankan/di realisasikan misalnya pekerjaan jalan pemerintah cenderung 
mendahulukan perbaikan atau pengerjaan jalan yang dimana jalan itu langsung 
terhubung dengan provensi lain atau yang biasa disebut jalan lintas profensi, 
dalam kasus seperti ini kebanyakan masyarakat tidak mengerti, maka dari itu 
pemerintah setempat harus aktif dalam melakukan sosialisasi. 
c. Anggaran dalam Pengawasan Rakyak 
Transparansi yang dilakukan pemerintah tidak disia-siakan oleh 
masyarakat dan para pakar/ahli ekonomi di Negri kita, dengan adanya 
transparansi yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat dapat berperan ganda 
disamping masyarakat menjadi atau ikut andil dalam pengambilan keputusan 
atau penetapan rencana-rencana yang akan direalisasikan oleh pemerintah 
masyarakat juga dapat sekaligus menjadi pengawas. 
pemerintah bertanggungjawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara 
input dan output. Sebagai contoh misalnya dinas PU, inputnya dalam bentuk 
anggaran masih dapat dilihat pada kinerja-kinerjanya. Pengendalian, 
difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk menghasilkan 
output yang diinginkan yaitu sesuai dengan ketentuan dan standar kualitas 
yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang diinginkan. Pada 
umumnya input yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban dapat 
diukur secara phisik, jam tenaga kerja, liter, kg, meter dll. Dalam Sistem 
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Pengendalian Manajemen ukuran tersebut dinyatakan dalam satuan moneter. 
Input adalah sumberdaya yang digunakan dalam pusat pertanggungjawaban, 
Jadi pasien rumah sakit dan murid dari sekolah bukan merupakan input. Input 
adalah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 
Pengukuran output tidak semudah seperti pada pengukuran input. Dalam 
organisasi organisasi nirlaba, barangkali juga tidak ada tolak ukur atas output 
secara kuantitatif. 
      Masyarakat Kabupaten Gowa mengatakan bahwa: 
Kerja dinas PU kurang lebih sudah 10 bulan berjalan mari bertanya apa 
yang sudah dikerjakan, Dinas PU adalah salah satu SKPD yang menerima 
anggaran yang cukup besar tetapi masih banyak jalan dan infrakstruktur yang 
belum rampung pengerjaannya, melihat visi misi mereka yang katanya bekerja 
untuk rakyak seperti jauh dari kenyataan, tetapi kalau soal mengulik hak dan 
perbaikan anggaran pemerintah cepat dan lincah, apa yang terjadi dengan 
mereka, mengapa kinerja mereka melambat 
Fungsi pengawasan merupakan fungsi manejemen yang penting yaitu 
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, 
sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan 
terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan 
pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai 
penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas 
maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya 
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pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan otonomi daerah, 
pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah mengandung arti penting, 
karena segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan 
tentu akan berkenaan dengan anggaran. Pelaksanaan keuangan daerah yang 
dimaksud di sini adalah penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban APBD. 
Sementara itu, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang 
dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya 
mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya 
atau tidak. Mengingat pentingnya pengawasan itu maka Undang-Undang 
No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kembali memberikan 
penegasan tentang pengawasan, dalam Pasal 217 sampai dengan Pasal 223. 
3. Good Governance dalam Upaya Mencegah Praktik Korupsi 
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang luar biasa, 
baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya.Akan tetapi, kekayaan suatu negara 
tidak menjamin tingginya tingkat kesejahteraan masyarakatnya.Hal ini disebabkan 
oleh banyak faktor, salah satunya adalah masalah korupsi.Sumber pendapatan 
negara, baik dari hasil alam maupun pendapatan dari sektor pajak telah banyak 
dikorupsi oleh segelintir orang yang serakah dan hidup dalam hedonisme. Tingkat 
korupsi di Indonesia sangatlah tinggi. Menurut lembaga Transparency 
International, Indonesia menduduki posisi ke 64 dari 177 negara yang paling 
korup di dunia
1
. Posisi ini jauh berada di bawah Malaysia yang menduduki posisi 
ke 125 dari 177 negara.Jika dibandingkan dengan indeks tahun lalu, Indonesia 
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mengalami sedikit kemajuan karena di tahun 2012 posisi Indonesia ada pada 
peringkat ke 60.Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih berhadapan dengan 
banyaknya kasus korupsi di negara ini.  
Menurut data penanganan tindak pidana korupsi dari KPK, kasus 
korupsi paling banyak terjadi di kementrian/lembaga, yaitu sebesar 65%. 
Sedangkan korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota menempati urutan kedua, 
yaitu sebesar 27,3% dari 66 kasus yang ditangani oleh KPK di tahun 2013. 
Tingginya tingkat korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota tidak lepas dari 
adanya desentralisasi fiskal yang memunculkan raja-raja kecil di daerah. Para 
pejabat ini cenderung akan mengeksplorasi hasil kekayaan daerah dan 
meningkatkan penerimaan pajak sebagai akibat dari berkurangnya dana bagi hasil 
dari pusat ke daerah. Selain itu, adanya keinginan untuk mengembalikan modal 
kampanye yang telah dikeluarkan dalam pemilihan kepala daerah, akan 
mendorong keinginan untuk melakukan korupsi. Pada saat proses penyusunan 
anggaran disinyalir telah terdapat penyimpangan-penyimpangan. Begitu pula pada 
saat pelaksanaan program pemerintah yang tidak mendapat pengawasan sehingga 
memunculkan kebocoran anggaran belanja. 
Berdasarkan data Kompas (2011) dana bantuan sosial untuk APBN 
tahun 2007-2010 dianggarkan sebesar Rp 300,94 trilliun dan selama tahun 2010 
terdapat 98 laporan terkait kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial. Selain dana 
bantuan sosial, proyek pengadaan barang dan jasa juga menjadi sasaran empuk 
para koruptor, meskipun peraturan sudah dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri 
dalam Permendagri No. 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri No. 
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29/2012. Oleh sebab itu, KPK membuat index integritas khusus untuk pengadaan 
barang dan jasa (Windarti Annisa 2013). 
a. Pencegahan Korupsi 
Korupsi masih merajalela walau 370 pejabat Negara telah di penjara aksi 
korupsi berkembang seperti jamur, kualitas hidup rakyat dirampas, banyak 
koruptor di penjara sebanyak itu pula regenerasi baru menggarong Negara, 
KPK sudah berkiprah walau dinilai masih berefek rendah, adakah yang salah 
dengan sistem hukum kita, kurangnya bobot hokum dan efek jerah. 
Pemerintah telah membentuk tim sapu bersih pungutan liar masyarakat dapat 
mengadu bila pelayanan publik tidak beres, puluhan ribu aduan masyarakat 
telah masuk membuktikan bahwa korupsi telah menjangkiti setiap lini. 
Pemerintah harus memahami ada beberapa area rawan korupsi : 
1) Perencanaan anggaran 
2) Retribusi dan pajak 
3) Dana hibah dan baksos 
4) Pengadaan barang 
Empat area ini yang sangat berpotensi terjadi praktek korupsi, yang jadi 
pertanyaan bagaimana cara mengatasinya atau meminimalisir prakter korupsi 
tersebut? 
1) Peranan Akuntabilitas dalam Mencegah Praktik Korupsi 
Akuntabilitas menurut Adiwirya (2015) adalah sebagai bentuk kewajiban 
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 
oraganisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
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sebelumnya, melalui sebuah media pertanggungjawaban yang dilakukan 
secara periodik. Akuntabilitas menjadi suatu patokkan masyarakat tentang 
bagaimana suatu pemerintah menjalankan kinerja anggaran serta 
tanggungjawabnya kepada masyarakat. Akuntabilitas sering dijadikan sebagai 
suatu media untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atas pelaksanaan 
kinerja anggaran pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dalam hal ini 
sangat berhati-hati dalam melaksanakan kinerja anggaran agar tidak terlepas 
dari peran serta masyarakat. 
Pemerintah Dinas PU sudah menjalankan teori ini dengan dapat dilihat 
dengan adanya media atau situs-situs resmi yang telah disediakan oleh 
pemerintah untuk melihat kinerja anggaran serta pemerintah memberikan 
bukti nyata dari teori ini sebagaimana adanya peningkatan dari segi kepuasan 
masyarakat. Teori ini sudah lama ada dalam pemerintah tersebut sehingga 
pemerintah paham betul dengan arti akuntabilitas sehingga dalam 
menjalankannya tidak susah dan itu terbukti dengan adanya peningkatan yang 
signifikan di Kabupaten Gowa dari berbagai aspek baik dari segi jalan, 
jembatan, maupun dari segi pembangunan infrastruktur. Teori ini bisa 
dikatakan sebagai azimat bagi pemerintah Kabupaten Gowa dalam 
mendapatkan keberhasilan membangun Kabupaten Gowa menjadi lebih baik 
dan hal tersebut dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat Kabupaten Gowa 
dengan adanya berbagai layanan yang memudahkan mereka memberikan 
inspirasi serta pelayanan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. 
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Akuntabilitas dengan pedomannya yang memberikan pertanggungjawaban 
atas segala aktivitas oleh pemerintah baik itu merugikan maupun 
menguntungkan organisasi. Hal ini sudah ada dan sudah diterapkan oleh 
pemerintah dan hasilnya memberikan dampak yang positif dimana 
bertambahnya dukungan dari masyarakat akan pelaksaaan kinerja anggaran 
pemerintah daerah. Teori akuntabilitas sering disebut oleh pemerintah daerah 
sebagai pertunjukan jati diri seorang pemerintah kepada masyarakatnya dan 
hal itu memang benar dan dibuktikan dengan perbaikan disegala aspek 
pembangunan dan pemeliharaan dan hal ini di diperlihatkan oleh pemerintah 
daerah lewat sebuah media sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap 
masyarakat dalam melihat kinerja pemerintah.  
2) Peran Transparansi dalam Mencegah Praktik Korupsi 
Sudana (2015) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang 
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh 
informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang 
kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. 
Teori transparansi menjadi salah satu faktor dalam meningkatnya dukungan 
dari masyarakat kepada pemerintah dalam melaksanakan kinerja anggaran 
serta memberikan informasi yang baru bagi pemerintah dalam melakukan 
berbagai kebijakan dalam melaksanakan kinerja anggaran. Dinas PU telah 
menerapkan teori ini buktinya dengan adanya website redmi Dinas PU dimana 
dalam website itu semua orang bebas mencari sesuatu informasi entah itu 
tentang tata kelola pemerintahan, struktur pemerintahan, proses lelang, serta 
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bagaimana pola kepemimpinan pemerintah daerah dan pelaksanaan kinerja 
anggarannya. 
Pemerintah sudah menerapkan teori ini dibuktikan dengan sudah adanya 
website resmi untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas apa yang 
dilakukan oleh pemerintah serta arah tujuan dari anggaran yang 
dilaksanakannya. Keberadaan website tersebut memberikan pandangan yang 
baru bagi masyarakat terhadap pemerintahan dimana bertambahnyan 
dukungan dari masyarakat serta masyarakat dapat ikut dalam mengawasi 
kinerja pemerintah dalam melaksanakan kinerja anggaran sehingga 
pemerintah dan masyarakat menjadi satu kesatuan yang baik dalam bernegara. 
Bukti lain bahwa teori ini sudah ada di pemerintah yaitu dengan melihat reaksi 
masyarakat terhadap pemerintahnya yang mereka cerita dikala mereka 
bersantai dimana dalam percakapan mereka taksering mereka berkomentar 
negative atau positif terhadap pemerintah, hal itu tidak lain karena adanya data 
atau informasi yang mereka terima entah itu dari media cetak, media 
elektronik ataupun informasi-informasi yang memang resmi dari pemerintah. 
Teori transparansi sudah dibangun di pemerintah Kabupaten Gowa. 
Teori ini juga sangat memberikan pengaruh kepada pemerintah daerah 
dimana informasi asimetri dalam pelaksanaan kinerja anggaran dapat dihindari 
serta adanya apresiasi yang baik dari masyarakat mengenai pelaksanaan 
kinerja anggaran. Pelaksanaan kinerja anggaran yang dibarengi dengan 
transparansi dimana semua lapisan masyarakat mengetahui akan hal tersebut 
akan memberikan dukungan yang kuat dari masyarakat dan masyarakat akan 
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turut andil dalam pelaksanaaan kinerja anggaran demi terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat. Transparansi bisa dikatakan sebagai suatu pedoman 
dalam mencapai kesuksesan dimasyarakat dan di organisasi dimana akan 
banyak informasi yang diterima serta perselisihan akan jauh dan ini akan 
memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan kinerja anggaran. 
Contoh proses pelelangan  
Paket XIII Pendampingan Pembangunan Jalan (Pembuatan Jalan Beton 
Jalan Poros Pakkatto - Hombes Kec. Bontomarannu)  
Kode Lelang :  2188036 
Nama Lelang :  
Paket XIII Pendampingan Pembangunan Jalan (Pembuatan Jalan 
Beton Jalan Poros Pakkatto - Hombes Kec. Bontomarannu)  
Agensi :  KABUPATEN GOWA 
Satuan :  DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. GOWA 
Kategori 
Lelang 
:  Pekerjaan Konstruksi  
Metode 
Pengadaan 
:  e-Lelang Umum 
Metode 
Kualifikasi 
:  Pasca Kualifikasi  
Metode 
Evaluasi 
:  Sistem Gugur 
Tahun :  2013 
Pagu :  Rp 3.718.750.000,00 
HPS :  Rp 3.718.750.000,00 
Lokasi :  Kec.Bontomarannu - Gowa (Kab.) 
Kontrak :  Cara Pembayaran Harga Satuan 
Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal 
Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal 
 
Kualifikasi :  Perusahaan Non Kecil  
Sumber Dana :  APBD 
Website :  ke website pengadaan terkait 
SYARAT 
* Ijin Usaha 
Ijin Usaha Klasifikasi 
SBU Sipil sub bidang Jalan yang masih berlaku, 
SIUJK Sipil sub bidang Jalan yang masih berlaku, 
 
* Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) serta memilikilaporan 
bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/Pasal 23 atau PPN sekurangkurangnya3 
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(tiga) bulan yang lalu; 
* memiliki Tenaga Ahli dengan kualifikasi keahlian bidang jalan, serta harus 
memenuhi persyaratan: memiliki sertifikat keahlian dan berpengalaman minimal 
3 (tiga) tahun sebanyak minimal 1 (satu) orang 
 
3) Peran Partisipasi dalam Mencegah Praktik Korupsi 
Menurut Hikmah (2015) partisipasi adalah keterlibatan mental dan 
emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk 
memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok dan juga berbagai 
tanggungjawab dalam pencapaian tujuan. Teori partisipasi melibatkan peranan 
antara pemerintah dan masyarakat serta organnisasi dimana untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pelaksanaan kinerja anggaran. 
Partisipasi menjadi suatu keharusan dalam melaksanakan kinerja anggaran 
untuk melihat seberapa besar peran pemerintah dan masyarakat dalam 
pelaksanaan kinerja anggaran serta pemberian pelayanan yang memadai 
kepada masyarakat sehingga dapat terhindar dari kekeliruan diantara keduanya 
yang dapat memberikan kesalahan dalam menetapkan tujuan pelaksaan kinerja 
anggaran. 
Partispasi menajdi suatu hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan 
masyarakat dalam melaksanakan kinerja anggaran dimana dalam partisipasi 
tersebut bisa menjalin silatruhmi antara sesama manusia dalam hal ini 
pemerintah dan masyarakat dan disamping itu juga akan memberikan 
informasi bagi kedua belah pihak terkait pelaksanaan kinerja anggaran  yang 
baik. Pemerintah sudah menerapkan teori ini terbukti bahwa dengan 
bekerjasamanya antara masyarakat serta segala sesuatu ataupun program kerja 
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yang akan dilakukan oleh pemerintah dinas PU selalu berawal dari hasil 
musrembang ini menandakan bahwa teori ini sudah diterapkan.  
Teori partisipasi yang sudah ada di pemerintah Kabupaten Gowa ini 
memberikan pandangan yang baru pula bagai masyarakat dimana dengan 
adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam 
mewujudkan Gowa menjadi lebih baik. Pemerintah dan masyarakat di 
Kabupaten Gowa menjadi mitra usaha sehingga hal ini memberikan efek yang 
baik dalam pelaksanaan kinerja anggaran pemerintah daerah serta dapat 
meningkatkan perputaran ekonomi yg positif di Kabupaten Gowa dan dengan 
adanya peningkatan tersebut memberikan angin sejuk bagi pemerintah daerah 
berkenaan keberhasilannya dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan 
yang baik. Partisipasi juga sudah ada dalam oragnisasi yaitu antara atasan dan 
bawahan dimana sudah koheren antara atasan dan bawahan dimana bawahan 
mengetahui apa yang harus dilakukan dan atasan mengerti apa yang menjadi 
masalah dibawahannya itu sehingga informasi asimetri dalam suatu organisasi 
dapat dihindari dan kerjasama yang baik dapat terwujud dalam memajukan 
kesejahteraan dan untuk mewujudkan Dinas PU yang lebih baik.  
4. Peranan Teori Legtimasi dalam Mendukung Pencegahan Korupsi 
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan 
mencari cara untuk menjamin operasi meraka berada dalam batas dan norma yang 
berlaku dalam masyarakat Fitriyani (2012). Dalam prespektif ini pemerintah 
melaporkan segala aktivitasnya secara sukarela bahwa hal ini yang diharapkan 
komunitas untuk keberlangsungan suatu organisasi. Teori legitimasi dalam kinerja 
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anggaran di Dinas PU Kabupaten Gowa memberikan suatu pedoman dimana 
dalam pelaksanaan pencegahan korupsi, pemerintah daerah memberikan laporan 
mengenai rencana dan pelaksanaan anggarannya secara terbuka kepada 
masyarakat serta dikemanakan anggaran tersebut. Teori ini sangat memberikan 
suatu pengaruh positif dimana organisasi pemerintah dalam hal ini mampu 
memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa harus merubah pola 
norma yang berlaku dalam masyarakat dan bahkan pemerintah memberikan suatu 
pesan moral dalam membudayakan norma tersebut sehingga dituangkan dalam 
kinerjanya sebagai pendidikan budaya dalam mewujudkan yang lebih baik.  
Teori legitimasi bagi pemerintah sudah menjadi suatu yang wajib ada 
dalam pemerintah dan organisasi pemerintahan dikarenakan dengan adanya itu 
pemerintah bisa mengetahui batas-batas serta norma yang berlaku dalam 
organisasi dan masyarakat sehingga pemerintah bisa bertindak sesuai dengan apa 
yang diharapkan oleh masyarakat. Teori ini juga memberikan pengaruh yang baik 
dalam organisasi dimana dalam melaksanakan pencegaha praktik korupsi 
pemerintah daerah tidak dipertanyakan lagi arus sebuah anggaran karena sudah 
jelas terpaparkan oleh pemerintah secara terbuka. Teori ini membuat manajemen 
semakin mudah dalam melaksanakan aktivitasnya serta mampu memberikan 
kelanjutan yang baik dalam pelaksanaan kinerja anggaran dan pelayanan yang 
terbaik. 
Pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan korupsi kini 
semakin mudah dalam menjalankannya dimana dengan adanya teori ini 
memberikan suatu kejelasan tentang keadaan organisasi dan masyarakat sehingga 
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pemerintah daerah dalam hal ini dengan mudah mengambil tindakan agar sesuai 
dengan keadaan dan norma yang berlaku dimasyarakat. Teori legitimasi 
menggambarkan bagaimana suatu organisasi dan manajemen yang baik sehingga 
mampu memberikan sesuatu yang baik pula dalam pengambilan tindakan serta 
mampu memahami keadaan sekitar. Dengan adanya teori ini pemerintah daerah 
menjalankan kinerja anggaran secara terbuka kepada masyarakat agar mampu 
menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat serta menjadi tolak ukur tentang 
pemerintah daerah tersebut. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian pada bab IV yang menguraikan hasil penelitian dan 
pembahasan serta rumusan masalah mengenai Realisasi Anggaran dengan Konsep 
Good Governance dalam Mencegah Praktik Korupsi Pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa, maka dapat disimpulkan bahwa:  
1. Alur dan proses anggaran pada Dinas PU Kabupaten Gowa Menurut bapak 
Rudy selaku PPK Dinas PU Kabupaten gowa alur/proses perencanaan 
anggaran itu dimulai dari melakukan surfei lapangan infestigasi, setelah 
melakukan surfei dan data yang dibutuhkan telah terpenuhi maka dilakukan 
perhitungan anggaran setelah itu masuk diperencanaan kegiatan anggaran 
DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), setelah DPA terbit kita beralih 
proses pelaksanan fisik pekerjaan, meliputi perencanaan, desain dan 
sebagainya. Pada umumnya semua anggaran mencakup elemen-elemen 
prediksi, dan itu akan menimbulkan pertanyaan apa perbedaan anggaran dan 
prediksi, perbedaanya terletak pada ada tidaknya tindakan yang relevansi, 
maksudnya jika dalam anggaran sipembuat berusaha merealisasikan rencana 
yang dibuat, maka lain halnya dengan prediksi dalam prediksi sipembuat 
tidak berusaha merealisasikan rencana yang dibuat, dari sudut pandang 
managemen prediksi hanya merupakan alat perencanaan saja sedangkan 
anggaran adalah alat perencanaan maupun alat pengendalian. 
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2. Konsep good governance dalam melakukan pengawasan realisasi anggaran 
pemerintah bertanggungjawab untuk mengoptimalisasi hubungan antara 
input dan output. Sebagai contoh misalnya dinas PU, inputnya dalam bentuk 
anggaran masih dapat dilihat pada kinerja-kinerjanya. Pengendalian, 
difokuskan pada bagaimana memanfaatkan input minimal untuk 
menghasilkan output yang diinginkan yaitu sesuai dengan ketentuan dan 
standar kualitas yang ditetapkan pada waktu dan kuantitas seperti yang 
diinginkan. Pada umumnya input yang digunakan dalam pusat 
pertanggungjawaban dapat diukur secara phisik, jam tenaga kerja, liter, kg, 
meter dll. Dalam Sistem Pengendalian Manajemen ukuran tersebut 
dinyatakan dalam satuan moneter. Input adalah sumberdaya yang digunakan 
dalam pusat pertanggungjawaban, Jadi pasien rumah sakit dan murid dari 
sekolah bukan merupakan input. Input adalah sumber daya yang digunakan 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran output tidak semudah 
seperti pada pengukuran input. Dalam organisasi organisasi nirlaba, 
barangkali juga tidak ada tolak ukur atas output secara kuantitatif. 
3. Good Governance dalam upaya mencegah praktik korupsi Pemerintah harus 
memahami ada beberapa area rawan korupsi : 1)Perencanaan anggaran 
2)Retribusi dan pajak 3)Dana hibah dan baksos 4)Pengadaan barang. 
Empat area ini yang sangat berpotensi terjadi praktek korupsi, yang jadi 
pertanyaan bagaimana cara mengatasinya atau meminimalisir prakter korupsi 
tersebut? 
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Setelah melakukan penelitian sejauh ini saya dapat menyimpulkan bahwa 
Good Governance memang sangat dibutuhkan dalam pemerintahan, kenapa? 
Selain dapat menekan atau mengurangi tindakan korupsi ketika pemerintah 
memang betul-betul menerapkan prinsip ini otomatis setiap individu atau 
oknum-oknum merasa diawasi sehingga memperkecil peluang atau menahan 
hasrat oknum untuk melakukan korupsi. 
B. Saran  
Dengan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan kinerja anggaran Dinas PU 
diharapkan mampu mempertahankan apa yang telah diperoleh saat ini dan bila 
perlu ditingkatkan untuk mewujudkan Kabupaten Gowa yang lebih baik. Pesan 
untuk pemerintah Dinas PU Kabupaten gowa agar kiranya tidak cepat berpuas hati 
atas pencapaiannya saat ini dan diharapkan kedepannya bisa dipertahankan atau 
ditingkatkan. 
Adapun sedikit saran dari saya pribadi untuk lebih meminimalisir atau 
menghilangkan korupsi dari pemerintahan di Negara kira harus ada pembenahan 
sistem yang dimana pengawasan internal harus deperketat, pengawasan internal 
dalam hal ini pengawas bukan berada di bawah pemerintah terkait, misalnya kalau 
di provinsi jangan di bawah gubernur, sebenarnya metode seperti ini sudah 
dilakukan oleh beberapa Negara maju, inspektorat jendral atau pengawas-
pengawas internal harus langsung bertanggungjawab kepada presiden bukan 
kepada mentri atau pimpinan yang dia awasi. 
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